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perlindungan Pekerja Mlgran
Harus Berkekuatan Hukum

) PENANDATANGANAN sem-
bilan kepala negara dan ke-
pala pemerintahan negara-

negara anggota ASEAN terkait .-

dengan Kesepakatan Perlind-

ungan Pekerja Migran di wi- .

layah tersebut harus disertai
dengan komitmen yang meng-
ikat secara hukum. -
“Hadirnya ASEAN Consen-
sus on the Protection and
Promotion of the Rights of -
Migrant Workers tentu sudah
baik, tetapi lebih dari itu. "Hal
yang harus dipastikan ialah

apakah komitmen ini meng--

ikat secara hukum atau tidak.
. Kita masyarakat sipil regional

menghendakl kesepakatan
ini mengikat secara hukum,”
kata Direktur Eksekutif HRWG

‘Muhammad Hafiz di sela-sela
pertemuan kelompok masya-.

rakat sipil regional diJakarta,
kemarin.

Menurutnya, dengan meng-
ikat secara hukum, pemerin-
tah-pemerintah di kawasan
lebih memiliki komltmen

ykuat untuk memb erikan

perlindungan terhadap para
‘pekerja migran. “Oleh karena
itu, kami berkumpul di Ja-
karta untuk m_emberl masuk-
an.supaya kesepakatan ini
mengikat secara hukum. Ini

yarng kami dorong sejak lama ‘
. tetapi dalam kesepakatan

yang ditandatangani tahun
lalu itu tampaknya masih ti-
dak mengikat secara hukum
jelas Hafiz. ‘

Selain itu, kelompok masya-

rakatsipil regional mendorong

pemerintah Indonesia, dalam
hal ini, Kementerian Ketena-

gakerjaan, untuk mengambil -
peran lebih sebagai pemimpin
“dalam upaya negosiasi ter- -
‘sebut. Menurutnya, Indone-

sia harus berperan karena
komitmen negaralain ASEAN,

antara lain Filipina dan singa- .

pura, sudah kendur.

v

Melalui forum regional ma-

" syarakat sipil yang dilakukan

di Jakarta; kata dia, dihasil-
kan satu dokumen yang bisa

~ diajukan kepada pemerintah
‘negara-negara ASEAN sebagai -

tindak lanjut dari kesepa-
katan yang ditandatangani di
Manila, Filipina, pada NOvem— g

‘Per 2017 itu.

“Misalnya, mendorong pe-

merintah untuk merealisasi-

kan apa saja yang menjadi
komitmen dalam Konsensus

tersebut menjadi- program-

program kegiatan. Kita juga
akan menyusun rencana kerja
di level regional, bahkan ma-
syarakat sipil mendorong
amendemen apabila masih

‘ada pasal-pasal dalam kon-

sensus tersebut yang berten-
tangan dengan keberbihakan

“ kepada buruh migran,” ung-
Xkapnya. (Ths/H-2)



